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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan,
akuntabel, dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap Badan Publik
untuk menyediakan, memberikan, dan mempermudah akses informasi
kepada masyarakat. Pelaksanaan keterbukaan informasi yang baik
memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah,
mendorong partisipasi publik, serta mencegah praktik penyalahgunaan
wewenang.

Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul
sebagai salah satu Badan Publik tingkat lokal di DIY, memiliki peran
strategis dalam menghadirkan layanan informasi publik yang cepat,
tepat, dan akurat bagi masyarakat. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
(Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025 menjadi penting
untuk menilai sejauh mana Kalurahan Kelor memenuhi standar
pelayanan informasi publik, baik dari aspek administratif maupun
kualitas layanan melalui website, media sosial, dan mekanisme
permintaan informasi publik.

Monev yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY (KID
DIY) pada tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Mengukur kepatuhan Badan Publik terhadap peraturan keterbukaan
informasi;

2. Mengidentifikasi permasalahan dan memberikan rekomendasi
perbaikan;

3. Menjadi bahan dasar pengambilan kebijakan dalam peningkatan
layanan informasi publik;

4. Menilai keberhasilan dan potensi pengembangan layanan publik yang
inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah Kalurahan Kelor telah secara berkesinambungan dan
terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat. Sebagai badan publik Pemerintah Kalurahan Kelor
menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam

mengoptimalkan pengawasan publik



terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik serta segala

sesuatu yang berakibat pada informasi publik.

1.2. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
9/TIM/2025 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi;

Keputusan Lurah Kelor Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah

Kalurahan Kelor Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk:
Memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai
pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Menjadi sarana evaluasi internal bagi aparatur Kalurahan dalam
menilai kualitas dan efektivitas layanan informasi publik.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah
Kalurahan terhadap masyarakat.
Menjadi dasar perencanaan dan perbaikan layanan informasi

publik agar lebih responsif, cepat, tepat, dan mudah diakses.



Tujuan penyusunan laporan ini adalah:

Mengukur tingkat keterbukaan informasi publik berdasarkan
standar yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Daerah.
Mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan
layanan informasi publik.

Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas
layanan informasi publik.

Meningkatkan kesadaran aparatur Kalurahan akan pentingnya
keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.

Mendukung penyelenggaraan layanan publik yang inklusif, mudah
diakses, dan ramah terhadap masyarakat, termasuk penyandang
disabilitas.

Menjadi acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam perbaikan

berkelanjutan untuk mencapai kategori Informatif.



BAB 11
LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik menjadi landasan penting bagi pengembangan demokrasi di
Indonesia. Undang-undang ini berfungsi sebagai sarana untuk
meningkatkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara serta
badan publik, khususnya dalam hal yang berdampak pada kepentingan
masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Informasi Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta melaksanakan pemeringkatan keterbukaan informasi
badan publik di wilayah DIY, termasuk Pemerintah Kalurahan Kelor, yang
secara konsisten berupaya meningkatkan capaian dan kualitas layanan

informasi publiknya.

2.1. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kalurahan Kelor
Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik serta
memenuhi standar yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Daerah DIY,
Pemerintah Kalurahan Kelor telah mengambil beberapa kebijakan
strategis, antara lain:
1. Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Kalurahan
Pemerintah Kalurahan Kelor telah menetapkan struktur pengelolaan
PPID melalui Keputusan Lurah Nomor 22 Tahun 2026 tentang
perubahan Keputusan Lurah Kelor Nomor 8 Tahun 2024, yang menjadi
dasar legal bagi pelaksanaan layanan informasi publik.
2. Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
DIP disusun sebagai instrumen penting untuk menjamin
ketersediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi
berkala, serta informasi yang diumumkan serta-merta.
3. Penguatan Sistem Layanan Informasi Publik Berbasis Digital
Meliputi:
o Optimalisasi website resmi Kalurahan sebagai media
keterbukaan informasi utama,
o Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik,
o Penyediaan saluran layanan permintaan informasi melalui

kanal daring dan luring.



4. Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kalurahan
Pemerintah Kalurahan berkomitmen mengumumkan dokumen
penting seperti:

o APBKal,

o RKP Kalurahan,

o Realisasi anggaran,

o Laporan fisik kegiatan pembangunan, untuk memastikan
masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses

pemerintahan.

2.2. Evaluasi
Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2025, Pemerintah Kalurahan Kelor melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi yang telah
berjalan. Adapun hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:
A. Aspek Kelembagaan

. Struktur PPID telah ditetapkan secara formal, namun perlu
penguatan peran dan pembagian tugas yang lebih rinci.

. Ketersediaan fasilitas layanan informasi sudah memadai, tetapi
meja layanan dan ruang konsultasi perlu ditingkatkan.

B. Aspek Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi

. Sebagian besar dokumen wajib publik tersedia dan telah

diunggah pada media daring.
C. Aspek Layanan Informasi Publik

. Permohonan informasi publik dapat dilayani melalui tatap
muka, surat, WA, maupun website.

. Waktu pelayanan relatif cepat dan sudah menetapkan standar
operasional prosedur (SOP) yang lebih detail untuk menghindari
ketidakseragaman pelayanan tetapi belum di publikasikan.

D. Aspek Pengumuman Informasi

. Informasi berkala telah dipublikasikan melalui website dan
media sosial.

. Perlu peningkatan kualitas penyajian informasi, termasuk
penyederhanaan bahasa dan infografis agar lebih mudah
dipahami masyarakat.

E. Aspek Inovasi dan Keterlibatan Publik
. Pemerintah Kalurahan sudah mulai mendorong partisipasi

masyarakat melalui forum musyawarah dan publikasi kegiatan.



Inovasi

layanan

inklusif masih perlu

diperluas, seperti

penyediaan video informasi dengan bahasa isyarat atau teks

narasi pada konten multimedia.

2.3. Hasil Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap

indikator pengembangan website diperoleh bahwa PPID Pemerintah

Kalurahan Kelor telah memiliki menu khusus dalam website yang

memuat beberapa konten mengumumkan informasi publik dengan

nama PPID Kalurahan dan dapat menerima permohonan informasi

publik secara online. Untuk indikator pengumuman informasi publik,

berdasarkan daftar informasi publik Pemerintah Kalurahan Kelor
meliputi :
1. Informasi Berkala
No Informasi Penanggungjawa Bentuk Informasi yang tersedia
b Pembuatan
atau Penerbitan
Informasi
1 | Kedudukan/D | Carik Softcopy dan Hardcopy
omisili beserta Website
Alamat https://desaKelor.gunungkidulka
Lengkap b.go.id
2 | Visi dan Misi Pangripta Softcopy dan Hardcopy
Website
https://desaKelor.gunungkidulkab
-go.id
3 | Tugas dan | Tata Laksana Softcopy dan Hardcopy
Fungsi Website
https://desaKelor.gunungkidulkab
.go.id
4 | Struktur Tata Laksana Softcopy dan Hardcopy
Organisasi Website
https://desaKelor.gunungkidulka
b.go.id
5 | Profil Pejabat Tata Laksana Softcopy dan Hardcopy
Website
https://desaKelor.gunungkidulka



https://desangipak.gunungkidulka/
https://desangipak.gunungkidulkab/
https://desangipak.gunungkidulkab/
https://desangipak.gunungkidulka/
https://desangipak.gunungkidulka/

b.go.id
6 | Informasi Pangripta Softcopy dan Hardcopy
Program dan Website
Kegiatan https://desaKelor.gunungkidulka
b.go.id
7 | RPJM Pangripta Softcopy dan Hardcopy
Kalurahan Website
https://desaKelor.gunungkidulka
b.go.id
8 | RKP Pangripta Softcopy dan Hardcopy
Kalurahan Website
https://desaKelor.gunungkidulka
b.go.id
10 | DU-RKP Pangripta Softcopy dan Hardcopy
Kalurahan Website
https://desaKelor.gunungkidulka
b.go.id
11 | APBKalurahan | Pangripta Softcopy dan Hardcopy
Website
https://desaKelor.gunungkidulka
b.go.id
12 | LPPKal, Pangripta Softcopy dan Hardcopy
LKPPKal, Website
IPPKal https://desaKelor.gunungkidulka
b.go.id
13 | Realisasi Pangripta Softcopy dan Hardcopy
APBKalurahan Website
https://desaKelor.gunungkidulka
b.go.id
14 | Daftar Tata Laksana Softcopy dan Hardcopy
peraturan Website
Pemerintah https://desaKelor.gunungkidulka
Kalurahan b.go.id

2. Informasi Serta Merta

No.

Informasi

Penanggungjawab

Pembuatan atau

Bentuk Informasi yang tersedia



https://desangipak.gunungkidulka/
https://desangipak.gunungkidulka/
https://desangipak.gunungkidulka/
https://desangipak.gunungkidulka/
https://desangipak.gunungkidulka/
https://desangipak.gunungkidulka/
https://desangipak.gunungkidulka/
https://desangipak.gunungkidulka/

Penerbitan

Informasi
1 | Prosedur |Jagabaya - Softcopy dan Hardcopy
Evakuasi -  Website
Keadaan https://desaKelor.gunungkidulkab.g
Darurat o.id
2 | Informasi | Jagabaya - Softcopy dan Hardcopy

Bencana
Non

Alam

Website
https://desaKelor.gunungkidulkab.g

o.id

3. Informasi Setiap Saat

No Informasi Penanggungjawa Bentuk Informasi yang tersedia
b Pembuatan
atau Penerbitan
Informasi

1 | Daftar Nama Tata Laksana - Softcopy dan Hardcopy
Pejabat -  Website
Pemerintah https://desaKelor.gunungkidul
Kalurahan kab.go.id

2 | Daftar Carik - Softcopy dan Hardcopy
Informasi -  Website
Publik https://desaKelor.gunungkidul
Pemerintah kab.go.id
Kalurahan

3 | Dokumen Carik - Softcopy dan Hardcopy
Peraturan/ -  Website
Keputusan/Keb https://desaKelor.gunungkidul
ijakan Lurah kab.go.id

4 | Informasi Carik - Softcopy dan Hardcopy
tentang hak -  Website
dan tata cara https://desaKelor.gunungkidul
memperoleh kab.go.id
informasi

publik, serta
tata cara

pengajuan



https://desangipak.gunungkidulkab.g/
https://desangipak.gunungkidulkab.g/
https://desangipak.gunungkidul/
https://desangipak.gunungkidul/
https://desangipak.gunungkidul/
https://desangipak.gunungkidul/

keberatan serta

proses
penyelesaian
sengketa
informasi
5 | Laporan Lurah Softcopy dan Hardcopy
Penyelesaian Website
Pengaduan https://desaKelor.gunungkidul
kab.go.id
6 | Profil Lurah Tata Laksana Softcopy dan Hardcopy
dna Perangkat Website
kalurahan https://desaKelor.gunungkidul
kab.go.id
7 | Profil Ulu-Ulu Softcopy dan Hardcopy
Kalurahan Website
https://desaKelor.gunungkidul
kab.go.id
8 | Surat Carik Softcopy dan Hardcopy
Perjanjian Website
dengan pihak https://desaKelor.gunungkidul
ketiga kab.go.id
9 | Surat menyurat | Tata Laksana Softcopy dan Hardcopy
Website
https://desaKelor.gunungkidul
kab.go.id
10 | Data Inventaris | Tata Laksana Softcopy dan Hardcopy
Kekayaan Website
Kalurahan https://desaKelor.gunungkidul
kab.go.id
11 | Proses dan Jagabaya Softcopy dan Hardcopy
Penetapan Website
Pilkades https://desaKelor.gunungkidul
kab.go.id
12 | Berita Acara Pangripta Softcopy dan Hardcopy
Hasil Website
Musyawarah https://desaKelor.gunungkidul

kab.go.id



https://desangipak.gunungkidul/
https://desangipak.gunungkidul/
https://desangipak.gunungkidul/
https://desangipak.gunungkidul/
https://desangipak.gunungkidul/
https://desangipak.gunungkidul/
https://desangipak.gunungkidul/
https://desangipak.gunungkidul/

13 | Pelayanan Carik - Softcopy dan Hardcopy
Informasi -  Website
Publik https://desaKelor.gunungkidul
Kalurahan kab.go.id
14 | BUM Ulu-ulu - Softcopy dan Hardcopy
Kalurahan -  Website
https://desaKelor.gunungkidul
kab.go.id

4. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

No. Bulan Langsung Website Jumlah
1 Januari 0 0 0
2 Februari 0 0 0
3 Maret 0 0 0
4 April 0 0 0
5 Mei 0 0 0
6 Juni 0 0 0
7 Juli 1 0 1
8 Agustus 0 0 0
9 September 0 0 0

10 | Oktober 1 0 1
11 | November 0 0 0
12 | Desember 0 0 0

Jumlah 2 0 2



https://desangipak.gunungkidul/
https://desangipak.gunungkidul/

BAB III
PENUTUP

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kalurahan Kelor dalam
mewujudkan keterbukaan informasi publik, pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi (Monev) Tahun 2025 telah memberikan gambaran jelas mengenai
capaian, kendala, dan potensi perbaikan dalam penyelenggaraan layanan
informasi publik. Hasil Monev menunjukkan bahwa Kalurahan Kelor telah
berada pada predikat Kurang Informatif yang sebelumnya tidak informatif
dengan Kalurahan selalu ingin berbenah untuk lebih baik dan lebih baik
lagiyang menandakan adanya upaya yang konsisten untuk memenuhi standar
keterbukaan informasi publik.

Meskipun demikian, evaluasi ini juga menunjukkan beberapa hal yang
perlu ditingkatkan, antara lain pengelolaan website dan media sosial,
respons terhadap permintaan informasi publik, serta optimalisasi layanan
yang ramah disabilitas. Dengan adanya rekomendasi perbaikan ini,
Pemerintah Kalurahan Kelor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas
layanan informasi publik secara berkelanjutan.

Harapan ke depan, laporan Monev ini menjadi dasar bagi Kalurahan
Kelor untuk memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan informasi
publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat Kalurahan. Dengan
upaya yang berkesinambungan, Kalurahan Kelor optimis dapat mencapai
predikat Informatif pada Monev tahun-tahun berikutnya dan menjadi
contoh pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang baik di Kabupaten
Gunungkidul.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan
evaluasi  internal sekaligus sebagai pedoman  perbaikan = bagi

penyelenggaraan layanan informasi publik di Kalurahan Kelor.




